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RANCANGAN 

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 5 TAHUN 2019 

TENTANG 

PROGRAM PROFESI ADVOKAT  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Program Profesi 

Advokat; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4288); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5336); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 
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Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5500);  

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 889); 

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah 

dengan  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 

2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496); 

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, 

Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan 

Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi 

Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1497); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN 

PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PROGRAM PROFESI 

ADVOKAT. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Program Profesi adalah program pendidikan profesi yang 

yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau 

sederajat untuk mengembangkan bakat dan 

kemampuan, serta untuk memperoleh keahlian khusus 
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yang diperlukan dalam dunia kerja. 

2. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa 

hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang 

memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang 

yang mengatur mengenai Advokat. 

3. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN 

adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau 

diselenggarakan oleh Pemerintah. 

4. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS 

adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau 

diselenggarakan oleh masyarakat. 

5. Program Profesi Advokat adalah program pendidikan 

tinggi yang diperuntukkan bagi sarjana yang berlatar 

belakang pendidikan tinggi hukum untuk memperoleh 

keahlian khusus di bidang jasa hukum.  

6. Organisasi Advokat adalah wadah profesi Advokat yang 

bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan 

tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat 

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur 

mengenai Advokat.  

7. Kementerian adalah Kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pendidikan tinggi.   

8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pendidikan tinggi. 

  

Pasal 2 

(1) Program Profesi Advokat bertujuan mengembangkan 

bakat dan kemampuan mahasiswa untuk memperoleh 

keahlian khusus yang diperlukan dalam memberikan 

jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. 

(2) Program Profesi Advokat dapat diselenggarakan oleh 

perguruan tinggi yang: 

a. menyelenggarakan Program Studi Ilmu Hukum 

Program Sarjana; 

b. memiliki peringkat akreditasi paling rendah B atau 

Baik Sekali; dan 
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c. bekerja sama dengan Organisasi Advokat yang 

bertanggung jawab atas mutu layanan profesi. 

 

Pasal 3 

(1) Program Profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (2) diselenggarakan paling kurang selama 2 

(dua) semester setelah menyelesaikan Program Sarjana 

dengan beban belajar mahasiswa paling kurang 24 (dua 

puluh empat) Satuan Kredit Semester (SKS). 

(2) Masa studi Program Profesi Advokat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditempuh paling lama 3 (tiga) 

tahun akademik setelah menyelesaikan Program Sarjana. 

(3) Program Profesi Advokat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat diselenggarakan sebagai program lanjutan 

yang terpisah atau tidak terpisah dari Program Sarjana. 

 

Pasal 4 

Mahasiswa Program Profesi Advokat dinyatakan lulus jika:  

a. telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan; 

b. memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan 

oleh Program Profesi Advokat; dan  

c. memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Program 

Profesi Advokat lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga 

koma nol nol).  

 

Pasal 5 

(1) Mahasiswa Program Profesi Advokat yang dinyatakan 

lulus berhak memperoleh:  

a. gelar Advokat; dan 

b. sertifikat Profesi Advokat.  

(2) Gelar Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a ditetapkan oleh perguruan tinggi bersama 

dengan Organisasi Advokat yang bertanggung jawab 

terhadap mutu layanan Profesi Advokat, sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Sertifikat Profesi Advokat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b diterbitkan oleh Organisasi Advokat yang 
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